BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana kita alami, era ini merupakan kehidupan yang bercirikan
perubahan yang cepat, kompleks, penuh resiko, dan penuh dengan kejutan.
Dengan demikian individu, kelompok atau komunitas harus melakukan
berbagai upaya untuk ikut berubah, menyesuaikan diri, atau mengambil
kendali perubahan. Di sisi lain interdependensi antara komunitas, terkecil
sekalipun, dan dunia sebagai totalitas, membuat semakin sulit bagi seorang
individu untuk menghadapi perubahan sendirian. Apalagi melihat kenyataan,
kenaikan harga BBM misalnya, yang merupakan perubahan di sektor ekonomi
dan energi akan mempengaruhi sektor kehidupan yang lain.

Sejak tahun 1960, lahir sebuah konsep pemberdayaan komunitas yang
disebut Community Development (selanjutnya disebut CD). CD adalah sebuah
proses pembangunan jejaring interaksi dalam rangka meningkatkan kapasitas
dari sebuah komunitas, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan
pengembangan kualitas hidup masyarakat (United States Departement of
Agriculture, 2005).!

Community Development tidak bertujuan untuk mencari dan menetapkan
solusi, struktur penyelesaian masalah atau menghadirkan pelayanan bagi

masyarakat. Community Development adalah bekerja bersama masyarakat

"Amd, H. W. “Pembangunan dan Pemerataan Indonesia Di Masa Orde Baru”,(Jakarta :
LLP3ES. 1987) Hal. 24



sehingga mereka dapat mendefinisikan dan menangani masalah, serta terbuka
untuk menyatakan kepentingan-kepentingannya sendiri dalam proses
pengambilan keputusan (StandingConference for Community Development,
2001).

Pengembangan otonomi daerah yang diarahkan pada partisipasi aktif dari
masyarakat sangat sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh CD.
Kesesuaian antara kebijakan pemerintah dengan konsep pemberdayaan
masyarakat seperti CD ini membutuhkan pendekatan yang tepat dalam
mengimplementasikannya.

Pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sudut
pandang Deficit based dan Strength Based. Pendekatan Deficit-based terpusat
pada berbagai macam permasalahan yang ada serta cara-cara penyelesaiannya.
Keberhasilannya tergantung pada adanya identifikasi dan diagnosis yang jelas
terhadap masalah, penyelesaian cara pemecahan yang tepat, serta penerapan
cara pemecahan tersebut’ Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini bisa
menghasilkan sesuatu yang baik, tetapi tidak tertutup kemungkinan terjadinya
situasi saling menyalahkan atas masalah yang terjadi.

Di sisi lain, pendekatan Strengh Based (Berbasis kekuatan) dengan sebuah
produk metode Appreciative Inquiry terpusat pada potensi-potensi atau
kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh individu atau organisasi untuk
menjadikan hidup lebih baik. Appreciative Inquiry merupakan sebuah metode

yang mentransformasikan kapasitas sistem manusia untuk perubahan yang

? Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam
Rangka Pembangunan Daerah. (Jakarta : Menteri dalam negeri). Hal. 05



positif dengan memfokuskan pada pengalaman positif dan masa depan yang
penuh dengan harapan.’

Dalam sepuluh tahun terakhir, Appreciative Inquiry menjadi sangat
populer dan dipraktekkan di berbagai wilayah dunia, seperti untuk mengubah
budaya sebuah organisasi, melakukan transformasi komunitas, menciptakan
pembaharuan organisasi, mengarahkan proses merger dan akusisi dan
menyelesaikan konflik. Dalam bidang sosial, Appreciative Inquiry digunakan
untuk memberdayakan komunitas pinggiran, perubahan kota, membangun
pemimpin religius, dan menciptakan perdamaian.*

Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas untuk menjaga hubungan
timbal balik dan memberikan penguatan kepada setiap anggota masyarakat
untuk memaksimalkan potensi yang ada dan lebih bisa memecahkan masalah
yang ada antar komunitas tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mayo

bahwa masyarakat itu sendiri dapat diartikan dalam dua konsep yang meliputi:

I. Masyarakat sebagai sebuah tempat bersama, yakni sebuah wilayah
geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di
daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan.

2. Masyarakat sebagai kepentingan bersama, yakni kesamaan kepentingan
berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan

bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama

* Haryono Suyono, Malik Ruslan. Pemberdayaan Masyarakat : Pengantar Manusia Mandiri,
Demokratis, dan Berbudaya.(Jakarta : Khanata. 2006). Hal. 22

* Harvono Suvono. Malik Ruslan. Pemberdayaan Masyarakat : Pengantar Manusia Mandiri.
Demokratis, dan Berbudaya.(Jakarta - Khanata 2006). Hal. 30



berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya pada kasus
orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat fisik)

atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan.’

GBHN 1993 menegaskan bahwa tujuan pembangunan nasional dalam PJP
II adalah membangun bangsa yang maju, mandiri dan sejahtera. Untuk
mencapainya, Pertama kita harus memajukan perekonomian seiring dengan
kualitas sumber daya manusia. Taraf kemajuan perekonomian dapat diukur
dari berbagai indikator, antara lain PDB dan PDB per-kapita. Keseimbangan
komposisi dalam struktur perekonomian mencerminkan pula kemajuan

perekonomian.®

Perekonomian yang maju seringkali diartikan dengan perekonomian yang
tidak terlalu bergantung pada sektor primer, dalam hal ini pertanian dan
pertambangan. Perekonomian yang maju lebih di dominasi oleh peranan
sektor industri manufaktur dan jasa. Keseimbangan struktur ekonomi juga
harus tercermin dalam penyerapan tenaga kerja. Umumnya komposisi tenaga
kerja menurut sector mengikuti keadaan struktur ekonominya. Kemajuan
ekonomi juga dapat dicerminkan dari tingkat ketergantungan sumber daya
pembangunan di mana ketergantungan pada sumber daya pembangunan dari
luar negeri makin mengecil. Di samping semua hal tersebut, perekonomian

yang maju juga ditandai dengan makin membaiknya distribusi pendapatan.

* Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam
Rangka Pembangunan Daerah. (Jakarta : Menteri dalam negeri). Hal. 07
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Distribusi pendapatan ini mencakup distribusi pendapatan antar daerah, antar

golongan dan antara kota dan desa.

Tujuan pembangunan nasional yang Kedua adalah membangun bangsa
yang mandiri. Kemandirian adalah tingkat kemajuan yang harus dicapai suatu
bangsa sehingga bangsa itu dapat membangun dan memelihara kelangsungan
hidupnya berlandaskan kekuatannya sendiri. Ini berarti untuk membangun
bangsa yang mandiri dibutuhkan perekonomian yang mapan. Kemandirian
juga tercermin pada kemampuan bangsa untuk memenuhi sendiri kebutuhan
yang paling pokok.

Tujuan yang Ketiga adalah membentuk masyarakat yang sejahtera.
Masyarakat yang sejahtera pada taraf awal pembangunan adalah suatu
masyarakat yang kebutuhan pokoknya terpenuhi. Kebutuhan pokok itu
mencakup pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.’

Namun hal itu saja tidak cukup, karena masyarakat yang sejahtera harus
pula berkeadilan. Dengan makin majunya taraf kehidupan masyarakat, maka
masyarakat yang sejahtera akan menikmati kemajuan hidup secara
berkeadilan. Keseluruhan upaya itu harus membangun kemampuan dan
kesempatan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan sehingga
masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga subjek pembangunan.
Upaya membangun kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan itu harus

dicapai pula dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

7 Riant Nugroho dan Randi W. Manajemen Pemberdayaan. : Sebuah Pengantar & Panduan
Untuk Pemberdavaan Masyarakat. (Jakarta : Elex Media Kompotindo. 2007.). hal. 23



Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan
martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu
untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.
Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan
masyarakat. Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata sebuah
konsep ekonomi, dari sudut pandang kita pemberdayaan masyarakat secara
implisit mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi. Demokrasi
ekonomi secara harafiah berarti kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, di mana
kegiatan ekonomi yang berlangsung adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk
rakyat. Konsep ini menyangkut masalah penguasaan teknologi, pemilikan
modal, akses ke pasar dan ke dalam sumber-sumber informasi, serta
keterampilan manajemen.

Demokrasi ekonomi dapat berjalan, jika aspirasi masyarakat yang
tertampung harus diterjemahkan menjadi rumusan-rumusan kegiatan yang
nyata. Untuk menerjemahkan rumusan menjadi kegiatan nyata tersebut,
negara mempunyai birokrasi. Birokrasi ini harus dapat berjalan efektif, artinya
mampu menjabarkan dan melaksanakan rumusan-rumusan kebijaksanaan
publik ( public policies) dengan baik, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
dikehendaki ®

Dalam paham bangsa Indonesia, masyarakat adalah pelaku utama
pembangunan, sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk

mengarahkan, membimbing, serta menciptakan iklim yang menunjang.

¥ . Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Dalam Rangka Pembangunan Daerah. (Departemen Dalam Negeri : 1997)



Selanjutnya berturut-turut akan dibahas tujuan pembangunan, konsep
pemberdayaan masyarakat dalam konteks perkembangan paradigma
pembangunan, pendekatan, aspek kelembagaan beserta mekanismenya serta
strategi dalam mewujudkannya. Bahasan ini akan ditutup dengan kajian
beberapa kasus sebagai ilustrasi.

Modal usaha bagi kelompok usaha kecil merupakan permasalahan yang
cukup pelik. Tidak hanya menghambat kelangsungan bisnis tetapi bisa mejadi
penyebab gagalnya usaha yang tengah dirintis. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
yang salah satunya melalui Lembaga Koperasi untuk menyalurkan bantuan
kepada rakyat kecil memiliki komitment untuk membantu mengembangkan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk komitment itu adalah dengan
dibukanya Kredit untuk Modal usaha bagi UMK dan koperasi yang disebut
dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR ini merupakan alternatif bagi
Usaha Kecil, Mikro dan Koperasi untuk mendapatkan modal usaha. Kendala
yang seringkali dihadapi oleh pengusaha Kecil, Mikro dan Koperasi adalah

masalah permodalan di dalam mengembangkan usahanya.

. Rumusan Masalah

Bagaimana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kredit

Usaha Rakyat Oleh Koperasi Ma’unah di Desa Gili Raja Sumenep?



C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini diantaranya meliputi :
1. Untuk mengetahui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program

Kredit Usaha Rakyat Oleh Koperasi Ma’unah di Desa Gili Raja Sumenep

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dalam penelitian ini di antaranya :

1. Diharapkan hasil peneliian ini dapat memberikan manfaat bagi
pemerintah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya serta lembaga-
lembaga yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat agar
dapat dijadikan acuan dalam proses pemberdayaan masyarakat dan
peningkatan moto masyarakat

2. Dapat di jadikan sebagai bahan masukan dan tambahan bagi Fakultas
Dakwah sebagai informasi ilmiah secara empiris maupun teoritis
khususnya bagi jurusan Pemberdayaan Masyarakat Islam (PMI).

3. Dari adanya kegiatan penelitian ini, semoga bermanfaat bagi para pembaca

dan bagi peneliti sendiri dalam rangka penyelesaian Program Sarjana SI.

E. Definisi Konsep
Dalam hal ini sering terfjadi banyak perbedaan konsep, yang hal ini akan
menjadikan perbedaan dalam menafsirkan sebuah persoalan yang ada dalam
penelitian, maka dalam hal ini perlu adanya suatu penegasan terhadap istilah

yang bersangkutan dengan penelitian ini, yang dapat dijadikan rujukan dasar



dalam melakukan penelitian. Dengan judul penelitian “Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kredit Usaha Rakyat Oleh Koperasi
Ma’unah di Desa Gili Raja Sumenep”.

a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pengembangan Masyarakat dapat didefinisikan sebagai metode
yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta
mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang
mempengaruhi  kehidupannya. Sedangkan menurut Twelvetrees,
pengembangan masyarakat adalah usaha dalam membantu orang biasa
untuk meningkatkan lingkungannya dengan melakukan aksi kolektf.
Pengembangan masyarakat juga diartikan lebih dari sekedar
pengembangan ckonomi, melainkan pemberdayaan masyarakat adalah
usaha untuk membangun lingkungan pada tingkatan lokal dengan
penekanan pada peningkatan pembangunan ekonomi, penguatan dan
pemantapan sosial, dan pengembangan sektor non-profit’

Berbicara mengenai Pengembangan Masyarakat atau lebih dikenal
dengan Community Development adalah ranah keilmuan dan praktek yang
sangat luas dan bersifat makro. Sebagai sebuah ilmu PM merupakan
metode yang berada pada tataran praktek. Pengembangan masyarakat juga
merupakan khasanah praktek dan teori yang menekankan pada sisi seorang
community worker dengan daerah binaannya. Pengembangan masyarakat

bekerja dengan memiliki program-program jangka panjang dan jangka

Y Sunyoto Usman. “Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat™. (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar. 2004). Hal. 23
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pendek yang tersusun dalam draft-draft renstra (rencana strategis).
Pelaksanaan program-program yang ada diarahkan nantinya untuk
melakukan pemberdayaan kepada masyarakat setempat, agar dapat
meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri
dan berkelanjutan.'®

Pengembangan Masyarakat meliputi berbagai pelayanan sosial
yang berbasis masyarakat mulai dari pelayanan preventif hingga kuratif,
pengembangan masyarakat juga mengarahkan mayarakat dengan metode
bimbingan dan pelayanan yang bersifat aksi reaktif dan partisipatif yang
nyata di lapangan. Pada skripsi ini penulis menyoroti tataran
pengembangan masyarakat dalam sebuah definisi, ilmu-ilmu yang
menunjang berdirinya pengembangan masyarakat dan segala hal yang
nantinya diharapkan bermanfaat bagi pembaca yang menginginkan sajian
tersendiri tentang wawasan pengembangan masyarakat. Akhir kata penulis
meminta maaf bila masih terjadi kekurangan disana-sini sebab pengerjaan
yang sangat cepat dan memohon maaf pula bila adanya perbedaan antara
teori yang dijabarkan dengan praktek yang ada di lapangan.

b. Kredit Usaha Rakyat

Pengertian kredit yang ketiga menurut KBBI adalah penambahan
saldo rekining, sisa utang, modal, dan pendataan bagi penabung. Dalam
hal ini pengertian kredit berkaitan dengan pengertian debit. Sehingga

sering kita temui dua kolom yang berbeda dalam sebuah buku tabungan.

' Syafri Syairin. Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia. (Yogyakarta : Pustaka
Pelajar.:2002 ) hal. 17
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Yakni kolom debit dan kolom kredit. Jika kredit berarti kita menambahkan
uang kita ke dalam tabungan, maka sebaliknya debit adalah pengurangan

atau penarikan uang kita dari bank

Berdasarkan definisi kredit dan pengertian kredit yang telah
dijelaskan diatas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa transaksi kredit
dapat terjadi atau timbul karena ada suatu pihak yang meminjam uang atau
barang kepada pihak yang lainnya yang dapat menimbulkan tagihan bagi
kreditur. Hal lain yang dapat menimbulkan transaksi kredit adalah
kegiatan jual beli dimana pembayarannya akan ditangguhakn dalam
Jangka waktu tertentu baik sebagian ataupun seluruhnya. Aktivitas kredit
diatas secara teknis akan mendatangkan piutang bagi kreditur dan
mendatangkan utang bagi debitur. Demikian pembahasah mengenai

definisi kredit atau pengertian kredit

Pada tanggal 5 November 2007, Presiden meluncurkan Kredit
Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah
melalui PT. Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha. Adapun
Bank Pelaksana yang menyalurkan kredit usaha rakyat ini adalah Bank
BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri dan

Bank Bukopin.

Kredit Usaha Rakyat ini merupakan fasilitas pembiayaan yang
dapat diakses oleh UMKM dan Koperasi terutama yang memiliki usaha

yang layak namun belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut
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memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk
mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses
kredit usaha rakyat adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara
lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa
keuangan simpan pinjam. Penyaluran kredit usaha rakyat dapat dilakukan
langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses
kredit usaha rakyat di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank

Pelaksana.

Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka
penyaluran kredit usaha rakyat dapat juga dilakukan secara tidak langsung,
maksudnya usaha mikro dapat mengakses kredit usaha rakyat melalui
Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan

linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.

Publikasi ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi
tentang kredit usaha rakyat, karena masih banyak pernik-pernik kredit
usaha rakyat yang perlu diketahui oleh calon debitur. Hal inilah yang
mendorong kami untuk menerbitkan manual kredit usaha rakyat dari bank
pelaksana kepada UMKM dan Koperasi yang memerlukannya. Kritik dan
saran dalam rangka perbaikan dari keseluruhan mekanisme penyaluran

kredit usaha rakyat tentu sangat kami nantikan.

Pada dasamya, Kredit Usaha Rakyat merupakan modal kerja dan

kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif
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melalui program penjaminan kredit. Perseorangan, kelompok atau koperasi
dapat mengakses program ini dengan kredit maksimum Rp 500 juta.
Sumber dana adalah bank yang ditunjuk dengan tingkat bunga maksimum
16 persen per tahun. Persentase kredit yang dijamin adalah 70 persen dari
alokasi total kredit yang disedikan oleh bank tersebut. Masa pinjam kredit
untuk modal kerja maksimum 3 tahun dan 5 tahun untuk investasi. Untuk
agribisnis, bidang usaha yang layak adalah input produksi hingga
penyediaan alat dan mesin pertanian, aktivitas, dan pengolahan dan

pemasaran hasil-hasil pertanian.

. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Perlu digarisbawahi bahwa ekonomi kerakyatan tidak bisa hanya
sekedar komitmen politik untuk merubah kecenderungan dalam sistem
ekonomi orde baru yang amat membela kaum pengusaha besar khususnya
para konglomerat. Perubahan itu hendaknya dilaksanakan dengan benar-
benar memberi perhatian utama kepada rakyat kecil lewat program-
program operasional yang nyata dan mampu merangsang kegiatan
ekonomi produktif di tingkat rakyat sekaligus memupuk jiwa
kewirausahaan. Tidak dapat disangkal bahwa membangun ekonomi
kerakyatan membutuhkan adanya komitmen politik (political will), tetapi
menyamakan ekonomi kerakyatan dengan praktek membagi-bagi uang
kepada rakyat kecil, adalah sesuatu kekeliruan besar dalam perspektif

ekonomi kerakyatan yang benar. Praktek membagi-bagi uang kepada
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rakyat kecil sangat tidak menguntungkan pihak manapun, termasuk rakyat
kecil sendiri.!' Pendekatan seperti ini jelas sangat berbeda dengan apa

yang dimaksud dengan affirmative action.

Aksi membagi-bagi uang secara tidak sadar menyebabkan usaha
kecil-menengah dan koperasi yang selama ini tidak berdaya untuk bersaing
dalam suatu mekanisme pasar, menjadi sangat tergantung pada aksi
dimaksud. Sebenamya yang harus ada pada tangan obyek affirmative
action adalah kesempatan untuk berkembang dalam suatu mekanisme
pasar yang sehat, bukan cash money/cash material. Jika pemahaman ini
tidak dibangun sejak awal, maka saya khawatir cerita keberpihakan yang
salah selama masa orde baru kembali akan terulang. Tidak terjadi proses
pendewasaan (maturity) dalam ragaan bisnis usaha kecil-menengah dan
koperasi yang menjadi target affirmative action policy. Bahkan sangat
mungkin terjadi suatu proses yang bersifat counter-productive, karena
asumsi awal yang dianut adalah usaha kecil menengah dan koperasi yang
merupakan ciri ekonomi kerakyatan Indonesia tumbuh secara natural
karena adanya secjumlah potensi ekonomi disekelilingnya. Mulanya
mereka tumbuh tanpa adanya insentif artifisial apapun, atau dengan kata
lain hanya mengandalkan naluri usaha dan kelimpahan sumberdaya alam,
sumberdaya manusia, serta peluang pasar. Modal dasar yang dimiliki

inilah yang seharusnya ditumbuhkembangkan dalam suatu mekanisme

'! Abimanyu, Anggito. Ekonomi Indonesia Baru, kajian dan alternatif solusi menuju
pemulihan, (Jakarta Elex Media Komputindo2000) hal. 46
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pasar yang sehat. Bukan sebaliknya ditiadakan dengan menciptakan

ketergantungan model baru pada kebijakan keberpihakan dimaksud.'

F. Sistematika Pembahasan
Sitematika pembahasan ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab saling

berkaitan, antara lain :

BAB 1 Pendahuluan. Dalam bab ini diterangkan mengenai: latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi
konsep, dan sistematika pembahasan.

BAB H Kerangka Teoritik. Pada bab ini akan dijabarkan kajian pustaka dan
kajian teoretik serta penelitian terdahulu yang relevan

BAB III Berisikan tentang metode penelitian terkait dengan penulisan skripsi
ini yang meliputi bahasan: pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian,
jenis dan sumber data, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data,
teknik analisis data, dan terakhir teknik pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV Penyajian dan analisis data. Berisi bahasan mengenai: Setting
penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahaan.

BAB V yaitu penutup. Berisikan kesimpulan akhir dan saran-saran terkait

dengan hasil penelitian skripsi ini.

12 Ibid hal. 47



